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'KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. -

Buku Pedoman Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an ini
merupakan buku pegangan resmi bagi pengurus Lembaga Pengem-
bangan Tilawatil Qur'an sejak Tingkat Nasional sampai Tingkat
Kecamatan, Buku Pedoman ini memuat :

1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam

. _ 19 Tahun 1977 .
Negeri Nomor : 151 Tahun 1977 tanggal 7 Mei 1977 ten- - .

tang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur-
an.

2. Keputusan Bersama Menteri Agamé dan Menteri Dalam
. 128 Tahun 1982 . . .

Negeri Nomor : =009 tanggal 13 Mei 1977 ten-
tang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al
Quran Bagi Umat Islam Dalam Rangka Peningkatan
Penghayatan dan Pengamalan Al Qur'an Dalam Kehidup-
an Sehari-hari.

3. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam

. . 182A Tahun 1988
Negeri Nomor : ze=77 7688 tanggal 34 Oktober

1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengera-
bangan Tila-watil Qur'an.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tanggal

20 Maret 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.




Demikianlah krianya buku Pedoman ini dapat dimanfaatkan
sebesar-besarnya dalam rangka menyukseskan kegiatan Lembaga

Pengembangan Tilawatil Qur’an.
~ Semoga Allah SWT memberka}n usaha kita bersama.

_, Jakarta, Oktober 1989
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR’AN
TINGKAT NASIONAL
Sekretaris Umum,

Drs. H. HUSEIN SEGAF, M.A.

A SAMBUTAN KETUA UMUM
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR’AN
TINGKAT NASIONAL

Assalamu’alaikum wr. wb.

Sejak dibentuknya Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an
(LPTQ) tahun 1977, upaya pengembangan tilawatil qur'an telah
mencatat berbagai kemajuan, Kemajuan yang paling menonjol
adalah dalam bidang musabaqah. Hal ini ditandai dengan berkem-
bangnya cabang musabaqah dalam berbagai golongan baik cabang
tilawah maupun cabang tahfizh. Cabang musabaqah juga berkem-

_bang menjadi enam cabang dengan masuknya cabang-cabang taf-

siril qur'an, syarhil qur'an, khathil qur'an, dan fahmil qur’an
(Cerdas Cermat Isi dan Kandungan Al Qur’an) di samping cabang
tilawatil quran dan tahfizhil qur’an. )

Dengan kemajuan dalam musabagah ydng telah dicapai ini
dan dalam rangka lebih memantapkan kehadiran Lembaga Pe-
ngembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) di tengah-tengah masyarakat
dan bangsa Indoneisa yang sedang melaksanakan pembangunan
nasional, maka pengembangan kelembagaannya baik organisasi
maupun tata kerjanya mutlak diperlukan. Dengan demikian Lem-
baga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), diharapkan dapat
seirama dengan derap pembangunan nasional dan perkembangan
masyarakat yang semakin pesat.

Di sinilah pentingnya makna kehadiran buku Pedoman Lem-
baga Pengembangan Tilawatil Qur'an ini baik sebagai pegangan
dan baban rujukan dalam pelaksanaan pengembangan tilawatil
qur'an maupun sebagai informasi sejarah dan ruang lingkup usaha
yang dilaksanakan Lembaga Pengembangan Tilawatili Qur’an
(LPTQ).
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. Kam1 harapkan semua Pengurus Lembaga Pengembangan
Tilawatil Quran (LPTQ) sejak ‘tingkat nasional sampai tingkat
kecamatan dapat memanfaatkan buku Pedoman ini sebaik-baiknya.

. Jakarta, Oktober 1989
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
. ; TINGKAT NASIONAL -
Ketua Umum,

o ‘ “"H.ANDY LOLOTONANG, SH.  ~
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' KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI

No. 19 TAHUN 1977
No. 151 TAHUN 1977

- TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN

TILAWATIL QUR’AN

MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI

Membaca

Menimbang

: ‘surat bersama Gubernur/Kepala Dacrah Khu-

sus Ibukota dan Gubernur/Kepala Daerah .
Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 31 Mei 1976
No. AGA-4/2/18 -
No. 1151/A/k/BKD/76 ‘
bagaan Musabaqah Tilawatil Qur'an sebagai

tentang konsepsi pelem-

‘hasil penugasan Menteri Agama dalam Rapat

Pleno Panitia MTQ Nasional ke IX pada tang-
gal 19 April 1976;

: bahwa kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran
'dewasa ini telah melembaga dan membudaya di .

dalam masyarakat serta telah memberikan
manfaat yang besar dalam rangka "pemba-
ngunan manusia seutuhnya', maka untuk lebih
meningkatkan kegiatdn serta pemanfaatannya
dipandang perlu menyempurnakan organisasi
penyclenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an
dalam bentuk suatu badan yang tetap;



Mengingat

Memperhatikan :

Menetapkan

¢ L Undang-Undang Dasar 1945 pasal 17 ayat

3 danpasal 29;

2. Ketetapan Ma]ehs Permusyawaratan Rakyat
No. IV/MPR/1973;

3. Undang-Undang No. 5 tahun 1974;

4. Keputusan Presxden No. 44 dan No. 45 tahun
1974; - :

5. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun
1975;

Amanat Presiden Republik Indonesia pada

Upacara Permgatan Nuzulul Qur’an tanggal 22

- September 1975 di Jakarta dan pada Upacara

Pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an Ting-
kat Nasional ke IX tahun 1976 di Samannda,

yang menekankan, bahwa di ‘samping pem- |

binaan Tilawatil Quran, perlunya pemahaman
maksud dan *makna Al Qur’an serta peng-
amalan ajaran Al Qur’an, yang merupakan do-
rohgan bagi ummat Islam di Indonesia dalam
mewujudkan Pembangunan Nasional guna
mencapai kemakmuran lahir dan bathin, ma-
teriil dan spirituil;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGA-

MA DAN MENTERI DALAM NEGERI
TENTANG. PEMBENTUKAN LEMBAGA

. PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR’AN.

BAB' I
- NAMA
Pasal 1

Pada tingkat Nasional dan Daerah di@luruh Indonesia dibentuk
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badan bernama "Lembaga Pengcmbangan Tilawatll Qnr’an d:smg
kat LPTQ, '

BAB I
KEDUDUKAN
 Pasal2 -

LPTQ berkedudukan :

®
@
&)

@

Tingkat Nasional di Ibukota Negara,

-Tingkat Propinsi di Ibukota Propinsi;

Tingkat Kabupaten/Kotamadya di Ibukota Kabupatrmota-
madya; .
Tingkat Kecamatan di Ibukota Kecamatan.

BAB I

TUJUAN
Pasal 3

LPTQ bertujuan untuk mewujudkan penghayatan dan pengamalan
Al Qurian dalam masyarakat Indonesia yang beér-Pancasila:

BAB IV

USAHA
_Pasal 4

Untuk mencapai tujuan LPTQ melakukan usaha-usaha :

@
@

G

Menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Quran di tingkat
Nasional dan di Daerah.

Menyelenggarakan pembinaan tilawah (baca dan lagu), tah-
fidz (bafalan), khath (tuhs indah), pmhsaﬂ dan pameran Al

- Quran.

Meningkatkan pemahaman Al Quran melalm penterjemahan,

1



pentafsiran, pengkajian dan Klasifikasi ayat-ayat.

'(4) Memgkamp@ghmdmpengamahnAlan’anddam
kokidupan sebar-ar

| BAB \ A
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
PasalS

Organisasi dan kepengurusan LPTQ tingkat Nastonal terdiri atas:

(1) Pembina: Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri

Penerangan, Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan dan

- Kebudayaan, Menteri Sosial serta Ketua Umum Ma]ehs Ula-
ma Indonesia. -

(2) Ketua-Ketua: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Departemen Agama sebagai Ketua Umum, dan seorang peja-
bat Departemen Dalam Negeri, seorang pejabat Departemen
Penerangan serta scorang Ketua-Majelis Ulama Indonesia se-
bagai Ketua.

(3) Sekretaris dan Bendahara: Dn'ektnr Penerangan Agama Islam
Departemen Agama sebagai Sekretaris Umum, dan Sekretaris
Majelis Ulama Indonesia, beberapa pejabat Departemen
Agama dan Departemen Dalam Negeri sebagai Sekretaris/
Bendahara.

(4) Bidang-bidang yang mehpun
a. Musabaqah,
b. Pembinaan Tilawah,
¢. Pemahaman, -
d Pengbayatandanpengamalan. : '
dengan personalia yang terdiri atas pejabat-pejabat Departe-
men Agama, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pene-
rangan, Departemen Perhubungan, Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan, Departemen Sosial serta unsur-unsur Majc-

lis Ulama, Perguruan Tinggi dan masyarakat.

o B S ke, L AT R

~ Pasal 6
Orgamsa51 dan kepengurusan {PTQ di Daerah menglkutl or-

.~ ganisasi dan kepengurusan LPTQ tingkat Nas:onal, sesuai dengan
sxtuasx, kondnsl dan kebutuhan setempat

Pasal 7

Pengangkatan péngurus :

(1) LPTQ tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh
Menteri Agama;

(2) LPTQ Tingkat Propinsi diangkat dan dlberhentlkan oleh Gu-
bernur/Kepala Daerah;

. (3) * LPTQ tingkat Kabupaten/Kotamadya diangkat dan diberhen-

tikan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah;

(€Y LPTQ tingkat Kecamatan diangkat dan diberhentika.n oleh
Camat.

BAB VI

' HUBUNGAN ORGANISASI
Pasal 8

Hubungan organisasi antara LPTQ tingkat Nasional dan LPTQ di

Daerah bersifat pembinaan, bimbingan dan kordinasi.

Pasal 9

Hubungan instansionil dalam’ kegiatan LPTQ dilakukan antara
Menteri Agama dan Gubernur/Kepala Daerah, selanjutnya antara
Gubernur/Kepala Daerah dengan Bupati/Walikota/Kepala Daerah
dan antara Bupati/Walikota/Kepala Daerah dengan Camat.

Pasal 10
Hubungan tanggung Jawab dalam LPTQ adalah :



- (1) LPTQ tingkat Nasional bertanggung jawab kepada Menteri
: Agama dan Menteri Dalam Negeri;

"#(2) -LPTQ tingkat Propinsi bertanggung jawab kepada Guber-

o nur/Kepala Daerah; )

(3) LPTQ tingkat Kaliupaten/Kotamadya bertanggung 'jawab_

kepada Bupati/W alikota/Kepala Daerah;
(4) LPTQ tingkat Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat.

BAB VII

KEUANGAN.
Pasal 11

Pembiayaan kegiatan LPTQ tingkat Nasional bersumbel; pada ban-
tuan Pemerintah dan sumbangan masyarakat.

) Pasal 12
Pembrflyaan kegiatan LPTQ di Daerah bersumber pada bantuan
Pemerintah Daerah dan sumbangan masyarakat.

BAB VI
Pasal 13

Bagi Dgerah yang telah membentuk lembaga/badén untuk pening-
katan Tilawatil Qur'an segera menyesuaikan organisasi dan kepen-
gurusannya dengan ketentuan-ketentuan - dalam. Keputusan Ber-
sama ini,

Pasal 14
Hal-hal yang menyangkut tata-kerja serta pelaksanaan pembinaan,
blmbmgafl dan kordinasi yang belum tercantum dalam Keputusan
Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama, :

14

BAB IX
. PENUTUP
-Pasal 15
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkandi : Jakarta.
Padatanggal : 7Mei1977.

MENTERI DALAM NEGERIR.L MENTERI AGAMA RI

(H. AMIRMACHMUD ) (H.A. MUKTI ALT)
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KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI AGAMA RI
"128 TAHUN 1982

NOMOR:

x 44 A TAHUN 1982
, ~°  TENTANG

USAHA PENINGKATAN KEMAMPUAN BACA TULIS
HURUF AL QUR’AN BAGI UMAT ISLAM
DALAM RANGKA PENINGKATAN
PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN AL QUR’AN
DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI.

- MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI AGAMA RI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat
: : - Presiden‘Republik Indonesia pada upacara
Peringatan Nuzulul Qur'an tahun 1975 di
Jakarta dan pada upacara pembukaan MTQ
Nasional ke IX tahun 1976 di Samarinda ten-
tang perlunya peningkatan pemahaman
maksud dan makna Al Quran serta peng-
amalannya, dipandang perlu menggiatkan
usaha peningkatan ‘kemampuan baca tulis
+ huruf Al Qur’an di kalangan Umat Islam;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut

di atas dipandang perlu menetapkan Kepu-
I tusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Agama RI, agar usaha peningkatan
kemampuan baca tulis huruf Al Qur'an bagi
Umat Islam dalam rangka meningkatkan
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Mengingat
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penghayatan dan pengamalan Al Qur'an
dalam kehidupan sehari-hari, dapat dise-
lenggarakan dengan efektif dan terarah da-
lam rangka pelaksanaan program kegiatan
Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an. -

1. Pasal 17 ayat (3) dan pasal 29 Undang-Un-
dang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Nomor IH/MPR/1978 tentang Pedoman
, Pcnghayatan dan Pengamalan Pancasila;

3. Ketetapan Majelis Pcrmusyawaratan Rakyat
Nomor IV/MPR/i978 tentang Garis-garis
Besar Haluan Negara;

-4, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ten-

tang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

5. -Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun
1974 tentang Pokok-pokok Organisasi De-
partemen;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 45 tahun

1974 tentang Susunan Organisasi Depar-
temen;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 30 tahun
1978 jo Nomor 22 tahun 1981 tentang
Perubahan Lampiran 14 Keputusan Presi-
den RI Nomor 45 tahun 1974;

8. Keputusah Presiden RI Nomor 57 tahun
1980 jo Keputusan Presiden RI Nomor 62
tahun 1980;

9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18
tahun 1975 (disempurnakan) tentang Su-
sunan Organisasi dan Tata Kerja Depar-
temen Agama jo Nomor 6 tahun 1979 ten-

Menetapkan

Pertama

Kedua

tang Penyempurnaan Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Deparatemen Agama;

~ 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72

~ tahun 1981 tentang Organisasi dan Tatakerja
Departemen Dalam Negeri;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri
- dan Menteri Agama RI Nomor :
-’19 tahun 1977
151 tahun 1977
baga Pengembangan Tilawatil Qur'an.

tentang Pembentukan Lem-

MEMUTUSKAN:

. KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DA-

LAM NEGERI DAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA TENTANG USA-
HA PENINGKATAN KEMAMPUAN BACA
TULIS HURUF AL QUR’AN BAGI UMAT
ISLAM DALAM RANGKA PENINGKAT-
AN PENGHAYATAN DAN PENGAMAL-
AN AL QUR’AN DALAM KEHIDUPAN
SEHARI HARL o

: Memngkatkan kemampuan baca tulis huruf Al

Qur’an bagi umat Islam dalam rangka pelaksa-
naan usaha Lembaga Pengembangan Tilawatil
Quran (LPTQ) untuk "Meningkatkan pengha-
yatan dan pengamalan Al Qur'an dalam kehi-
dupan sehari-hari" sebagaimana dimaksud da-
lam Keputusan Bersama Menteri Dalam Nege-

19 tahun 1977
ri dan Menteri Agama Nomor : 151 tahun 1977
tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan
Tilawatil Qur’an.

:- Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis
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.. - Huruf Al Qur'an dalam garis besarnya adalah
i Sebagiabcrikut o Timie o ‘
* +wa:.GubernurKepala: Daérah Tingkat I meng-

_-koordinasikan -perencanaan program ‘ Pe-

. - xningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al

- Qur'an dalam"wilayah | Daerahnya; secara
-tehnis perencanaan program disiapkan oleh
Kepala Kantorn Wilayah Departemen Aga-

* ma Propinsi;

b. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Ting-

‘kat I mengkoordinasikan perencanaan pe-
“ laksanaan’ program Peningkatan Kemampu-
an Baca . Tulis. Huruf Al Quran dalam

L ‘Wilayah ‘Daerahnya; “secara tehnis' peren-

* canaan pelaksanaan disiapkan_oleh Kepala
Kantor Departemen Agama Kabupaten/Ko-

o tamadya; - C "f" o .
c. Camét’;@éngkbprglihgs;ikan pelaksanaan pro-
- gram. Peningkatan Kemampuan Baca Tulis

L -Huruf: Al-Qur'an dalam wilayahnya; secara

“tehnis’ pelaksanaan program disiapkan oleh
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
bersama Perilik Pendidikan Agama Islam,
termasuk: mempersiapkan Guru/Juru Pene-
rang Agama Islam;
d. Kepala Desa/Lurah mengatur pelaksanaan
Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf
~ Al Qur'an di Desa/Kelurahannya;
e. Gury/Juru Penerang Agama Islam melak-
- sanakan Penigkatan Kemampuan Baca Tulis
Huruf Al Qur’an. :

Pelaksanaan Usaha Péﬁiﬂékatan Kemampuan

:Baca Tulis Huruf Al Qur'an berpedoman pada

%)

Kelima :

H. ALAMSJAH RATU PRAWIRANEGARA.

MENTERI AGAMA,

petunjuk Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri. o o
Pembiayaan kegiatan Usaha Peningkatan Ke-

" mampuan Baca Tulis Huruf Al Qur'an dalam

rangka pelaké’angan program kegiatan LPTQ :

a. Untuk Tingkat Nasional bersumber pada
bantuan Pemerintah dan sumbangan masya-
|

| b.- Untuk Tingkat Daerah bersumber pada ban-

tuan : Pemerintah Daerah- dan sumbangan
| masyarakat, -

chutﬁsan Be‘rsa“mé“ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : J.akarta
Padatanggal : ‘13 Mei 1982.

MENTERI DALAM NEGER],

3
'

H. AMIRMACHMUD.

TEMBUSAN Keputusan Bersama ini disampaikan kepada Yth. :

NoUAWNR

Bapak Presiden R.L.

Para Menteri Kabinet Pembangunan m; .
Pangkopkamtib, Jaksa Agung, Kapolri, Ka BAKIN di Jakarta;
Sekretariat Negara;

Sekretriat Kabinet Pembangunan HI;

. Sekjen DPR-RI;

. Sekretariat Komisi IX DPR-RI;
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8. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabadlitbang Agama dan Staf Ahli
Menteri Deparatemen Dalam Negeri;
9. Gubernur KDH TKI di seluruh Indoneisa;
10 Rektor IAIN di seluruh Indonesia; ' -

11. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Ka Puslitbang Agama, Ka o -
liklat Pegawai dan Sekretaris Ditjen di lingkungan Depar- . KEPUTUSAN BERSAMA '
temen Agama; | o MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
12. Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi/Setingkat di seluruh In- " NOMOR 182A TAHUN 1988
5 gonesm; : : NOMOR 43 TAHUN 1988
13. Bupati KDH TK.I/Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia; ] -
ig. g.cpala Kandepag Kodya/Kabqpaten di seluruh Indonesia; " TENTANG
16 Pim, ?M“;‘:I‘ dan Humas Dep. Agama; * PENGEMBANGAN ORGANISASI
. mmt@ _ ajelis Ulama Indonesia di Jakarta (MUI). , LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR’AN
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang : a. bahwa sesuai -dengan Undang-undang No-
¥ - mor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kema-
: . syarakatan, maka dalam Pedoman Lembaga
" Pengembangan Tilawatil Quran perlu di-
cantumkan azas Pancasila ;

b. bahwa Pedoman Dasar»Lembaga Pengem-
bangan Tilawatil Qur'an yang ada sampai
saat ini adalah seperti apa yang tercantum
dalam Keputusan Bersama Menteri Agama
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
1977 dan Nomor 151 Tahun 1977;

: c. bahwa untuk lebih meningkatkan dayaguna
pd dan hasil guna lembaga Pengembangan Tila-
watil Quran, dipandang perlu untuk me-
. ninau kembali Keputusan Bersama Menteri
» Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor
~ 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977
tentang Pembentukan Lembaga Pengem-
bangan Tilawatil Quran ;




Mémperhatikh;

e 2 AL L A e B s PR ] A i T SR S T N T

d. bahwa untuk merealisasikan maksud buruf a,

bdancdi atas, perlu dikeluarkan Keputusan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Da-
lam Negen. s

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, ten-
tang Pokok-pokok Pemermtahan di Daerah

| 2. Undang-nndang Nomor 8 Tahun 1985 ten-

" tang Ofganisasi Kemasyarakatan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
1986, teiitang Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1985 tentang Orgamsasl Ke-
- masyarakatan ; -

" 4. Keputusan Presxden RI Nomor 44 Tahun
' 1974; tentang’ Pokok-pokok Organisasi De-
. partemen,

5. Keputusan Premden RI Nomor 151 Tahun
1984, tentang Susunan Organisasi Depar-

. temen sebagaimana telah diubah dan disem-
purnakan, terakhir- dengan Keputusan Pre-
siden RI Nomor 36 tahun 1987;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun

1975, tentang Susunan Organisasi dan Tata

~ Kerja Departemen Agama yang telah diubah

_ dan disempurnakan, -terakhir dengan Kepu-

tusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun
1984

Hasﬂ Musyawarah Naslonal ke 5 Lembaga Pe-
ngembangan Tilawatil Qur an di Bandar Lam-
-pung tahun 1988.

MEMUTUS KAN

.Dcngan mencabut Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menten Dalam Negeri Nomor 19

Y

Tahun ‘1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 ten-
tang Pembentukan Lembaga Pengembangan
Tilawati’ Qm"an.

Menetapkan  : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGA-

" MA DAN: MENTERI -DALAM - NEGERI
TENTANG PENGEMBANGAN ORGANI-
SASI LEMBAGA PENGEMBANGAN TILA-
WATIL QUR'AN

"BAB 1

NAMA

“Pasal 1
Pada tingkat Nasional dan Daerah di seluruh Indonesm dibentuk
badan bernama " LEMBAGA PENGAMBANGAN TILAWATIL

QUR’AN * disingkat LPTQ.
| BAB II
 ASAS
S  Pasal2
LPTQ berasaskan Pancasila.
BAB m
" KEDUDUKAN
Pasal 3
LPTQ berkedudukan : _ .
(1) Tingkat Nasional di Tbukota Ncgma ;o
(2) Tingkat Propinsi di Ibukota Propinsi ;

(3) Tingkat Kabupateanotamadya dx Ibukota Kabupaten/l(ota-
~ madya; ' .

_ (4) Tingkat Kecamatan di Ibukota Kecamatan.




BAB IV

TUJUAN
Pasal 4

LPTQ bertujuan untuk mewujudkan penghayatan dan pengamalan
Al Qur'an dalam masyarakat Indonesia yang ber-Pancasila.

BAB V " ¢
USAHA
Pasal §

Untuk mencapai tujuan LPTQ melakukan usaha-usaha :

(1) Menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Quran di tingkat
Nasional dan Daerah.

(2) Menyelenggarakan pembinaan tilawah (baca dan lagu), tah-
fizh (hafalan), khat (tulis indah), puitisasi dan pameran Al
Qur’an,

(3) Meningkatkan pemahaman Al Qur’an melalui penterjemahan,
penafsiran, pengkajian dan klasifikasi ayat-ayat.

(4) Meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al Qur’an dalam

kehidupan sehari-hari.
"'BAB VI
PERMUSYAWARATAN
Pasal 6

Musyawarah Nasional LPTQ adalah Lembaga tertinggi dan di-
selenggarakan bersamaan dengan kegiatan MTQ Nasional.

Pasal 7

Rapat Kerja Nasional dilaksanakan untuk mengadakan evaluasi ter-

hadap program yang telah dihasilkan oleh Musyawarah Nasional.
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“' Pasal 8

Musyawarah tingkat Daerah diselenggarakan sesuai menurut keper-
.luan setempat. Ce e T .

BAB viI. -
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
Pasal 9 o .

Organisasi dan kepengurusan LPTQ tingkat Nasional terdiri atas :

(1) Pembina : Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri
Penerangan, Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, Menteri Sosial serta Ketua Umum Majelis Ula-
ma Indonesia. _ ,

(2) Ketua-ketua : Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
dan Urusan Haji sebagai ketua umum, dan seorang pejabat
Departemen Dalam Negeri, seorang pejabat Departemen Pe-
nerangan serta ketua Majelis Ulama Indonesia sebagai ketua.

(3) Sekretaris dan Bendahara : Direktur Penerangan Agama
Islam Departemen Agama sebagai Sekretaris Umum dan Sek-
retaris Majelis Ulama Indonesia, beberapa pejabat Depar-
temen Agama dan Departemen Dalam Negeri sebagai sekre-
taris/fbendahara. e :

(4) Bidang-bidang yang meliputi:

a, Pembinaan

b. Pendidikan dan Latihan

c. Perhakiman :

d. Publikasi dan Dokumentasi

e. Usaha dan Dana

f. Penelitian dan Pengembangan. o
dengan personalia yang terdiri atas pejabat-pejabat Departemen

Agama; Departemen Dalam Negeri; Departemen Penerangan; De-

partemen Perhubungan; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Departemen Sosial, serta unsur-unsur Majelis Ulama, Perguruan

Tinggi dan masyarakat. - o
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. ‘Pasal 10

. Organisasi kepengurusan LP'I‘Q di ‘Daerah; menglkutl organisasi
dan kepengurusan LPTQ tingkat Nasional, sesuai dengan situasi,
kondisi dan kebutuhan setempat dengan susunan kepengurusan
sesuai keperluan masing-masing. .

" Pasal11”
Pengangkatan pengurus: =
(1) - LPTQ tingkat Nasxonal dlangkat dan dxberhenukan oleh
- Menteri Agama; -

(2) LPTQ tingkat Propinsi diangkat dan dxberhent!kan oleh Gu-
* bernur/Kepala Daerah;

(3) LPTQ tingkat Kabupaten/ Kotamadya dlangkat dan dxberhcn-
- tikan oleh Bupat:/W alikota/Kepala Daerah;

(4) LPTQ tingkat Kecamatan diangkat dan dxberhentlkan oleh
. Camat.

BABVII
HUBUNGAN ORGANISASI
Pasal 12

Hubungan organisasi antara LPTQ tingkat Nasional dan LPTQ di
Daerah bersifat pembinaan, bimbingan dan kordinasi.

Pasal 13

Hubungan instansional dalam kegiatan LPTQ dilakukan antara
Menteri Agama dengan Gubernur/Kepala Daerah, selanjutnya an-
tara Gubernur/Kepala Daerah dengan Bupati/Walikota/Kepala
Daerah dan antara Bupati/Walikota/Kepala Daerah dengan Camat.

_ _ " Pasal 14
'Hubungan tanggung jawab dalam LPTQ adalah :
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(>1)' LPTQ tingkat Nasional bertanggung jawab kepada Menteri
Agama dan Menteri Dalam Negeri;

(2 LPTQ tingkat Propmsx bertanggung jawab kepada Gubernur/

Kepala Daerah;

(3) LPTQ tingkat Kabupaten/Kotamadya bertanggung jawab ke-
pada Bupatl/W ahkota/Kepala Daerah;

. (4 LPTQ tingkaat Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat.

BAB IX

KEUANGAN
Pasal 15

Pembiayaan kegiatan LPTQ tingkat Nasional bersumber pada ban-
tuan Pemerintah dan sumbangan masyarakat.

Pasal 16

Pembiayaén kegiatan LPTQ di Daerah bersumber pada bantuan
Pemerintah Daerah dan sumbangan masyarakat.

BAB X
LAIN-LAIN

Pasal 17

Bagi Daerah yang telah niémbcntuk lqmbéga/badan untuk pening-
katan Tilawatil Qur’an, segera menyesuaikan organisasi dan kepen-
gurusannya dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Bersa-

‘'ma ini.”

Pasal 18

Hal-hal yang menyangkut tata kerja serta pelaksanaan pembinaan,
bimbingan dan kordinasi yang belum tercantum dalam keputusan
ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama. - :
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B 1";‘{;{,,‘ BAB XI“":;"‘? !
PENUTUP R

Pasal 19 . . L R

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dxtetapkan. o

. Dxtetapkandl JAKARTA

P R ~'Padatanggal 24 Oktober 1983
MENTERI DALAM NEGERIRI . MENTERI AGAMA RI
RUDINI " H.MUNAWIRSIADZALI

TEMBUSAN s :
1. Bapak Presiden Republlk Indonesm

2. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua Dewan Pertim- -

bangan Agung, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua De-

2.. . - wan Perwakilan RakyatIMa]ehs Permusyawaratan Rak-
yat; o

Sdr. Para Menteri Kabmet Pembangunan V;

Sdr. Ketua Bappenas;

Sdr. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen

Kehakiman; - i

Sdr. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;

Sdr. Sek_]en/IqenlDlrJen/Staf Ahli Menteri Agama/Kaba Lit-

‘ " "bangAgama di lmgkungan Dcpartemen Agama, "

- 8. 8dr. Selqcn/Iqen/Dxr_]en/Staf Ahli Menteri Dalam negen/Ka

-7 L bad Litbang Dalam ‘Negeri “di’ lingkungan’ Departemen
Dalam Negeri;

9. Sdr.. Gubernur KDH ngkat Idi seluruh Indonesm,

10. Sdr. Rektor IAIN di seluruh Indonesia; »

- 11.. Sdr." Para Sekretaris/Direktur/Inspektur/Kepala Biro/Kapuslit-

- bang Agama/Kapusdlklat Pegawal d1 lmgkungan Depar-
temem Agama; - .

v W

PN e

By L Ve
ez ;

12. Sdr. Para Sekretaris/Direktur/Inspektur/Kepala Biro/Kapuslit-
bang Dalam Negeri/Kapusdiklat Pegawai di lingkungan
Departemen Dalam Negeri;

13. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama dan Departe-

: men Dalam Negeri;

14, Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi di -
selurub Indonesia; .

15. Sdr. Bupati/Walikota KDH Tingkat I di seluruh Indonesia; -

16. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotama-
dya di seluruh Indonesia;

17. Sdr. Camat di seluruh Indonesia.

31




KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 240 TAHUN 1989

~  TENTANG X

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR’AN

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

Mengingat

a.

‘Negeri Nomor :

bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Ber-
sama Menteri Agama dan Menteri Dalam
' 182A tahun 1988
48  tahun 1988
Pengembangan Organisasi LPTQ perlu
adanya Penjabaran Susunan Organisasi dan
Tata Kerja LPTQ yang baku, jelas dan tepat
guna; - -

tentang

. bahwa agar kegiatan-_kegiatan mempunyai
~daya guna dan hasil guna yang besar, maka

susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pengembangan Tilawatil Qur’an perlu di-
mantapkan dan dibakukan;

. bahwa Keputusan Bersama Menteri Agama

dan Menteri Dalam Negeri Nomor :
182A tahun 1988
48 tahun 1988
Organisasi LPTQ memerlukan penjabaran
yang dituangkan dalam Keputusan Menteri

tentang Pengembangan

- Agama.

L

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ten-
tang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
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Memperhatikan :

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985, ten-
tang Organisasi Kemasyarakatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1985 tentang Orgamsasx Ke-
masyarakatan;

4. Keputusan 'Presiden RI Nomor 44 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Orgamsasn De-
partemen;-

5. Keputusan Pres:den RI Nomor 15 Tahun
1984 tentang Susunan Organisasi Depar-
temen sebagaimana telah diubah dan disem-
purnakan, terakhir dengan Keputusan Pre-
siden RI Nomor 55 Tahun 1988;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun
1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Agama yang telah diubah
dan dxsempumakan terakhir dengan Keputus-
an Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;

7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri

dan Menteri Agama Nomor 182 Tahun 1982
dan 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Pe-
* ningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf
Al-Quran Bagi Umat Islam dalam rangka
peningkatan penghayatan dan Pengamalan
“Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri Nomor :
1824 tahun 1988 tentang Pengemb
43 Tahun 1988 g Fengembangan
Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawa-
. til Quran,

Hasil Musyawarah Nasional ke 5 Lembaga Pe-
ngentbangan Tilawatil Qur'an di Bandar Lam-

- pung tahun 1988.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RE-
PUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUN-
AN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWA-
TIL QUR’AN :

-BABI
Asas, Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi
R Pasal I )
Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an’ yang selanjutnya dising-

- kat LPTQ berasaskan Pancasﬂa

: Pasal 2
LPTQ bertujuan untuk mewu]udkan penghayatan dan pengamalan
Al-Qur’an dalam masyarakat Indonesia yang ber Pancasila. - -
:  Pasal3
LPTQ Mempunyai tugas pokok : g

1. Menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur’an di tingkat Na-

sional dan Daerah.

2. Menyelenggarakan Pembinaan Tilawah (baca dan lagu), Tah-
fizh (hafalan), Khat (tulis indah), Pumsasx (Isi Kandungan Al-
Qur’an) dan Pameran Al-Quran.

3. Meningkatkan pemahaman Al-Qur’an melalui penterjemahan
- pentafsiran, pengkajlan dan Klasifikasi ayat-ayat. '

4." Meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur’ an dalam
kelndupan sehari-hari,

Pasal4
Pelaksanaan tugas pokok dan usaha-usaha LPTQ dxtuangkan dalam
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ij ta di-
edoman umum dan dijabarkan dalam program tahunan ser
gdakan evaluasi melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LPTQ.

Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dax.l usaha-usaha pada pasal
3 tersebut di atas LPTQ mempunyai fungsi :

1. Mengadakan penjabaran program umum yang ditetapkan pada
MUNAS dan melaksanakan evaluasi :

(a) pada Rakernas dalam ruang lingkup tingkat nasional;
(b) padﬁ Rakerda dalam ruang lingkup tingkat daerah.

2. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan @an pengamb.ilan k.epu-
tusan yang dianggap perlu dalam rangka pencapaian tujuan,
tugas pokok dan program LPTQ. .

i i binaan, bim-
3. LPTQ Tingkat Nasional menyclengga{akan pem ,
bingan dan kordinasi terhadap LPTQ Tingkat Daerah.

i ' binaan, bim-
4. LPTQ Tingkat Daerah menyelenggarakan pem ,
bingan dan kordinasi terhadap .LPTQ yang ada di daerahnya.

BAB II

Pengangkatan, Kedudukan, Tanggung Jawab, Sifat dan Susunan
Pengurus. :
Pasal 6
' ) 1 i iangkat dan diberhentikan
1) Pengurus LPTQ Tingkat Nasional d,lgnglﬁat. ]
® olehg;\ldr:nteri Agama dan berkedudukan di Ibukota Negara.
' ing insi diangkat dan diberhentikan
2) Pengurus LPTQ Tingkat Propinsi diangkat dan rh
@ olehgl(lirubernur Kepala Daerah dap berkcdudulfan di Ibukota
Propinsi. .
(3) Pengurus LPTQ Tingkat Kabupaten/Kotamadya diangkat dan

diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah dan berke-
dudukan di IbuKota Kabupaten dan atau Kotamadya,
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(4) Pengurus' LPTQ Tingkat Kegcamatan diangkat dan'diberhen- j
tikan oleh Caniat dan berkedudukan di Ibukota Kecamatan, -

E - Pasal 7

(1) Pengurus LPTQ Tingkat Nasional berada di bawah dan ber-
tanggung jawab kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri. o : '

(2) Pengurus LPTQ Tingkat Propinsi berada di bawah dan ber-
tanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

(3) Pengurus LPTQ Tingkat Kabupaten/Kotamadya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

(4)* Pengurus LPTQ Tingkat Kecamatan berada di bawah dan ber-
tanggung jawab kepada Camat. ‘

" Pasal 8

Pengurus LPTQ bersifat kebersamaan dalam arti semua kebijak-

sanaan dibicarakan, diputuskan, dan dilaksanakan bersama sesuai

dengan pembagian tugas dan pembidangan masing-masing dan di-

pertanggung jawabkan bersama, , :
Pasal 9

(1) Pengurus LPTQ Tingkat Nasional terdiri dari :

a. Ketua Umum adalah Direktur Jenderal 'Bimbingan Masya-
rakat Islam dan Urusan Haji. '

b. Tiga orémg Ketua, yaitu seorang pejabat eselon I Depar-
temen Dalam Negeri dan Departemen Penerangan serta
Ketua Majelis Ulama Indonesia.

c. Sekretaris Umum adalah Direktur Penerangan Agama Is-

d. Tiga orang Sekretaris yaitu dari unsur Departemen Agama,

Departemen Dalam Negeri dan Majelis Ulama Indonesia -
Pusat.
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Dua orang Bendahara yaxtu dari unsur Departemen Aga-
ma dan Tokoh Masyarakat

Enam Ketua Bidang dan enam Wakll bxdang serta be-

berapa anggota bidang yaitu dari unsur Departemen Aga-
ma, Departemen Dalam Negeri, Departemen Penerangan,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen

| Perhubungan, Departemen Sosial, Majelis Ulama Indone-

sia dan Tokoh Masyarakat

V)] Pengurus LPTQ Daerah.

a.

b

Ketua Umum adalah seorang pejabat pada Pemermtahan
Daerah.

Tiga orang Ketua yaitu para pejabat dari unsur Depar-
temen Agama, Pemerintahan Daerah dan Majelis Ulama
Indonesia.

Sekretaris Umum adalah seorang pvjabat Penerangan Aga-
ma Islam : ‘

Tiga orang Sekretaris yaitu pe]abat dari unsur Pemenntah
Daerah, Departemen Agama ‘dan Majelis Ulama Indone—
sia.

Dua orang bendahara yaitu pejabat dari unsur Pemerintah
Daerah dan Departcmcn Agama

Enam orang Ketua Bxdang dan enam orang Wakil Ketua
Bidang serta beberapa anggota yaitu dari unsur-unsur Pe-
merintah Daerah, Departemen Agama, Departemen Pen-
didikan dan Kebudayaan, Departemen Perhubungan, De-

o partemen Penerangar, Departemen Sosial, Majelis Ulama,

Perguruan Tinggi dan Tokoh Masyarakat.

(3) Para Pengurus LPTQ Tingkat Nasional dan Daerah sebagaima-

na tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah- yang ber-

, agamalslam.

(4) Dalam rangka mencapm daya guna dan hasll guna yang se-
besar-besarnya kepengurusan LPTQ pada masing-masing tmg

Tugas Ketua Umum ;

kat disusun sebagai berikut: - -

a. Pengurus Pleno terdiri dan semua anggota Pengurus
LPTQ.

b. Pengurus Harian terdiri dari Ketua Umum,‘Ketua-ketua,
Sekretaris Umum, Sekretaris-sekretaris, Bendahara-benda-
hara dan Ketua/Wakzl Kema Bidang,

c. Untuk membantu Pengurs Harian dibcntuk Sekretariat
LPTQ.

d. Bagan Pengurus LPTQ disusun sebagaimana terlampir.

BAB III

Pembagian Tugas
" Pasal 10

Tugas-tugas Pengurus LPTQ adalah merupakan satu kesatuan yang
bulat yang tidak dapat-dipisahkan hanya dapat dibedakan. Oleh
karena itu setiap anggota Pengurus dalam menjalankan tugas wapb
melakukan dan memelihara hubungan kordinasi, mtegrasx dan sin-
kronisasi secara terus menerus di lingkungan masing-masing dalam
satu organisasi maupun dengan instansi lain. ,»

Pasal 11

1. Memimpin Lembaga sesuai dengan peraturan" dan kebijaksana-
an Menteri sebagai Pembina.

2. Mewakili Pengurus LPTQ pada masing-masing tingkat baik ke
luar maupun ke dalamrsesuai dengan peraturan LPTQ.

3. Mengadakan dan memelihara hubungan dengan instansi/De-
partemen Pembina dan Departemen/Badan-badan lainnya yang
dipandang perlu sesuai dengan tingkat LPTQ masing-masing.

4. Memimpin rapat-rapat Pengurus LPTQ pada tingkat masing-
masing dan rapat-rapat lain yang dipandang perlu.
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Mengarabkan, membxmbmg dan mengawasi pelaksanaan pro-
gram LPTQ. e .
Pasal 12

.. Tugas Ketua-ketua ,

a. Mewakili Ketua Umum apabxla Ketua Umum berhalangan

b. Membantu Ketua Umum ‘dalam mengarahkan, membim-
bing dan mengawasi pelaksanaan program sesuai dengan
pembidangan tugas dan atau kcbljaksanaan yang ditentu-
kan.

c. Melaksanakan tugas atau mengkoordmmkan pelaksanaan
tugas tertentu sesuai dengan pembidangan tugas yang di-
tentukan :

d. Membantu tugas-tugas Iam yang ditentukan oleh Ketua
Umum.
~e.. -Jika diperlukan, dengan pétunjuk Ketua :Umum, masing-
masing Ketua dapat ‘-mengkoordinirv bidang’-bidang‘terten’-
A 1} RS
. ""Dlsampmg tugas sepertx terscbut d1 atas, kepada Ketua-ketua
~ diserahi'tugas sebagai berikut:

a. Ketua I melaksanakan koordmas1 dan pengcndahan Bldang
Pembinaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan.

b. Ketua II melaksanakan koordinasi dan pengendalian Bi-
dang Perhakiman dan Bidang Pendidikan dan Latihan.

c. Ketua Til melaksanakan koordinasi dan pengéndalian Bi-
dang Pubhkasx dan Dokumentasi dan Bidang Usaha dan
Dana.

Pasal 13

Tugas Sekretans Umym:

Membantu Ketua Umum dan Ketua-ketua dalam melaksana-
" kan tugasnya.

w

Memimpin kegiatan Sekretariat.
Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi,

Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan
dan pembagian tugas yang telah ditentukan.

Pasal 14
Tugas Sekretaris-sekretaris
a. Mewakili Sekretaris Umum apabila berhalangan.

b. Membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugas-
nya,

c. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pem-
bidangan dan pembagian tugas-tugas yang ditentukan.

d. Melaksanakan tugas-tugas yang dxtentukan oleh Sekretaris
Umum,

Disamping tugas tersebut di atas, Sekretaris-sekretaris me-
rupakan satuan kerja yang membantu melaksanakan tugas
Ketua-ketua yang pembagian tugasnya diatur oleh masing-ma-
sing tingkatan kepengurusan LPTQ sesuai dengan keperluan
dan keadaan setempat.

A ]
’

Pasal 15§

.Tugas Bendahara-bendahara

1.

NS s

Membantu Ketua Umum dan Ketua-ketua dalam melaksana-
kan tugasnya.

Menyelenggarakan pengelolaan keuanéah LPTQ.

Mempersiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran pen-
dapatan dan belanja LPTQ.

Menyelenggarakan pertanggung jawaban keuangan LPTQ.
Mengatur dan menyelenggarakan pembukaan keuangan LPTQ.,

Melaksanakan pembiayaan kegiatan yang telah dlprogramkan
Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran.
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: c.

Pasal 16 |

Sekretaris Umum, Sekretaris-sekretaris dan Bendahara-bendahara
‘merupakan satuan kerja yang berfungsi mengolah bahan dan men-
dinamisasikan kegiatan organisasi dalam rangka terjaminannya ke-
lancaran tugas sehari-hari. '

Pasal 17

(1) Pembagian tugas menurut bidang terdiri dari :

Bidang Pembinaan.

Bidang Pendidikan dan Latihan.
Bidang Perhakiman,

Bidang Publikasi dan Dokumentasi.
Bidang Usaha dan Dana.

Bidang Penelitian dan Pengembangan.

2) Tligas Bidang secara umum adalah :

Menyusun rencana tentang kegiatan-kegiatan yang perlu
dilaksanakan masing-masing serta mengajukannya kepada
rapat. )

Melaksanakan rencana kerja di bidang masing-masing yang
telah ditentukan. .

Mengikuti perkembangan di bidang masing-masing secara
terus menerus serta membuat analisa dan evaluasi.
Mengadakan komunikasi dan kegjatan dengan Organi§asi
Sosial kemasyarakatan dan Instansi-instansi yang berkaitan
dengan bidangnya. )

Memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada pim-
pinan LPTQ. :

(3) Tugas bidang secara terperinci dimaksud pada rincian tugas
bidang masing-masing yang diatur dalam pasal 18 s/d 23 Ke-
putusan ini.

Pasal 18

Tugas Bidang Pembinaan adalah:

1

Menyusun rencana pembinaan baca tulis huruf Al-Qur'an de-
ngan menumbuhkan taman Pendidikan Al-Qur’an dan upaya
Meningkatkan penberantasan tuna aksara huruf AL-Qur'an
dan bekerja sama dengan istansi/lembaga dakwah dan pen-
didikan serta lembaga lainnya.

Menyusun rencana pembinaan tilawah, tahfizh, tafsir, fahm,
Syarh dan khat Al-Qur’an,

Melakukan pembinaan purma musabaqah bagi peserta yang
menunjukkan prestasi tertinggi.

Menyusun rencana tentang peningkatan mutu cerdas cermat isi
kandungan Al-Qur’an (fahmil Qur’an) dan Syarhil Quran agar
lebih dapat dihayati oleh masyarakat.

Melaksanakan kebijaksanaan pimpinan LPTQ i bidang pem-
binaan. :

Pasal 19 o

Tugas Bidang Pendidikan dan Latihan :

1

Mengusahakan peningkatan mutu qari/qariah, hafizh/hafizhah,
cacat netra dan mufassir, fahm, peserta syarh qur'an dan khat-
thath dengan upaya dan sarana sesuai kebijaksanaan yang telah
ditetapkan. .

Menyusun kurikulum dan syilabus untuk :
a. Penataran Dewan Hakim

b. Penataran Pelatih

c. Penataran Bidang Tilawatil Qur’an.
Menyelenggarakan Penataran ‘
a. Dewan Hakim
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b. Pelatih
c. Bidang Tilawatil Qur’an

4, Menyelenggarakan koordinasi dan pengiriman Penatar dan Pe- -
latih sesuai permintaan.

5. Menyelenggarakan pemusatan latlhan bagi qari/qariah, haﬁzbl
hafizhah, mufassir, peserta fahm, peserta syarh dan khaththath
dalam rangka pembmaan pada berbagai tingkatan sesuai de-
ngan kebutuhan.

6. Melaksanakan kebuak;anaan pxmpman LPTQ di bldang Pen-

didikan dan Latihan.

Pasal 20
: Tugas Bidang Perhakiman :
1. Menyusun rencana pcnmgkatan mutu Dewan Hakim.

2. Menyusun rencana tentang penyempurnaan sistim perhaklman
. dan penilaiannya.

3. Menyusun rencana penetapan persyaratan dan kriteria hakim

nasional dan daerah.
Menghimpun data potensi tenaga hakim dengan kwalifikasinya.

5. Menyelenggarakan peningkatan ]enjang tenaga hakim dalam
rangka pengkaderan.

6. Menyusun buku Pedoman yang berkaitan dengan masalah Per-
hakiman.

7. Mengikutsertakan lembaga-lembaga Al-Quran dalam pem-
binaan Hakim dan pelaksanaan musabaqah.

8. "Melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di bidang Per-
hakiman.

Pasal 21
Tugas Bidang Publikasi dan Dokumentasi :
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b ey o

Tugas Bidang Usaha dan Dana
-1

Memasyarakatkan Al-Qur'an sebagal pedoman hidup dan kehi-
- dupan umat melalui ]alur formal dan non formal.

Memasyarakatkan sari tllawah, khat, teqemah ‘dan tafsir Al-
Qur’an.

Menyiapkan bahan- bahan penerlntan da.lam rangka em-
bangan tilawatil qur'an. ' pere
Menyelenggarakan penerbitan bulletem LPTQ dan Jurnal Al
Qur'an,

Menyelenggarakan penghimpunan berita dan informasi yang
berkaitan dengan pengembangan tilawatil quran melalui ber-
bagai media komunikasi. -

Menyelenggarakan dokumentasi bagi kegiatan LPTQ maupun

" kegiatan pengembangan tilawatil quran.

Menyelenggarakan perpustakaan LPTQ.

Menyelenggarakan kegiatan publikasi dalam berbagai bentuk.
Melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di bidang publi-
kasi dan dokumentasi. )

Pasal 22 N

Memupuk dan mengembangkan sumber dana dan sarana untuk
menunjang pelaksanaan program LPTQ sesuai petunjuk Ketua
Umum; :

Meng.adakan usaha-usaha yang sah untuk menghimpun dana
sesuai dengan kebijaksanaan yang diputuskan ketua Umum.
Melakukan usaha pendekatan kepada para hartawan dan der-
mawan muslim untuk menjadi donatur tetap LPTQ.

Mengawasi pemasukan dan penggunaan dana sesuai petunjuk
Ketua Umum.

Melaksanakan kcbnjaksanaan Pmpman LPTQ di bidang usaha
dan dana.
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IR +* Pasal 23

Tugas Bldang Penehtlan dan Pengembangan o

1. -Mcngusahakan pembakuan pelaksanaan MTQ Nasmnal dan
daerah untuk semua jenis musabaqah

nf mngkatan pemahaman isi dan
> x:rna?s:ln ézﬁz;:gating berplgagm ‘upaya sepertl penyusunan
* methodologi dan Klasifikasi ayat-ayat.

3. Menyusun ayat-ayat yang menyangknt thema-thema sosml ke-
masyarakatan, = ) kerjasama .

A ajian Al Qur’an be
* ﬁﬁ:ﬁ;ﬁﬁ:ﬁ:ﬁ s;‘tudx dari berbagal disiplin ilmu,
5. Melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di bidang penc-

litian dan pengembangan.

bangan masalah

6. Menyeclenggarakan penelitian dan pengem

pemgmaaig perhakiman pendidikan/latihan dalam rangka pe-
ngembangan tilawatil qur'an. :

Pasal 24 |
1. Dalam menjalankan tugasnya, bidang-bidan.g’ men.g:ndahkan
petunjuk Ketua yang mengkoordinasikan kegiatan bldang yang
bersangkutan. '

‘ tanya de-

2. Pimpinan bidang mengatm' pembagian tugas anggo

' ngar? mengindahkan petunjuk Ketua yang mengkoordmaslkan
keglatan bidang yang bersangkutan

' Pasal 25
Pimpinan LPTQ dapat membenmk
a. Panitia/Tim untuk mengolah masalah-masalah terténtu.

b, Safuan tugas untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang
ditetapakan pimpinan LPTQ.

BABIV:

i Rapat-rapat dan pengambxlal Kepntusan
Pasal26

Untuk mencapai dayaguna dan hasil ‘guna yang sebesar-besarnya

maka pengambilan keputusan rapat pengurus LPTQ pada masing-
masmg tingkat terdiri dari:

1. Rapat Pengurus Pleno ‘dihadiri oleh semua anggota pengurus
“LPTQ. "

2. Rapat Pengurus Harian Lengkap dihadiri oleh Ketuva Umum,
Ketua-ketua, Sekretaris Umum, Sekretans—sekretans Benda-
hara-bcndahara, dan Ketua-ketua Bldang

3. Rapat Pengurus Harian dihadiri oleh Ketua Umum, Ketua-

ketua, Sekretaris Uniuim, Sekretans—sekrctans dan Bendahara-
bendahara. -

4. Rapat Pengurus Bidang dlhadrn Ketua Wakil Ketua dan ang-
gota Bxdang oo

Pasal 27

1 Rapat Pengurus Pleno dladakan sckurang-kurangnya sekali

dalam tiga bulan. = -

" 2. Rapat Pengurus Harian Lengkap diadakan sekurang—kurang—

nya sekali dalam dua bulan.

3. Rapat Pengurus Harian diadakan sekruang-lmrangnya sekali
dalam satu bulan.

4. Rapat Pengurus Bidang dxadakan sckurang-kurangnya sekali
dalam dua bulan.
Pasal 28

Selain daripada rapat-rapat tersebut pasal 26 apabda dipandang
perlu dapat diadakan rapat koordinasi dan rapat pimpinan dengan
lembaga-lembaga lain sesuai masalahnya.
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Pasal 29
Rapat seperti dimaksud pasal 26 dipimpin oleh Ketua Umum atau
salah satu Ketua sesuai pémbidépgan_tugas. -

" Pasal30.’
6)) Rapat Pengurus Pleno berwenang untuk :

a. Menetapkan keputusan dan kebijaksanaan sebagai pelak-
sanaan ketentuan dalam peraturan, keputusan Munas dan
Rakernas. ' :

b. Mengambil keputusan tentang _rencaha-rencané yang di-
persiapkan oleh pengurus harian dan bidang-bidang.
c. Merumuskan hal-hal yang dianggap perlu.
d. Mengadakan evaluasi pelaksanaan program.
(2) Rapat Pengurus Harian Lengkap berwenang untuk :
a. Merangkum rencana-rencana dari seluruh bidang.

b. Mempersiapkan kebijaksanaan yang diputuskan oleh Pim-
_pinan LPTQ pada masing-masing tingkat.

¢. Menyusun dan menetapkan program mendesak yang di-
perlukan. :

d. Mengambil keputusan yang diperlukan.
¢. Memutuskan program rutin.
f Menyusun rencana kegiatan dan program pelaksanaan se-

suai bidangnya.

Pasal 31

Keputusan Rapat Pengurus Pleno, Harian Lengkap, Harian dan Bi-
dang diambil berdasarkan musyawarah mufakat. '
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‘ _ BABYV - )
Hubungan dengan LPTQ Daerah
‘ Pasal32 , e

Hubungan ker:ia antara LPTQ Tingkat Nasional dan' LPTQ Tingk
1u 1 : ] at
sDaerah dilaksanakan secara koordinasi yang bersifat' pembinaan

"dan bimbingan oleh unsur-unsur Ketua, Sekretaris dan Bidang me-
nurut tugasnya masing-masing sesuai petunjuk Ketua Umum.,

BABVI

Surat - Surat
. Pasal 33

(1) Semua surat masuk dan keluar dicatat de tertib melalui
Sekretariat Pengurus LPTQ. -Iigan melal

(2) Semua Anggota Pengurus yahg ‘menerima surat langsung men-
catatkan kepada Sekretariat sesuai dengan tata cara yang diten-

(3) Surat-surat yang masuk disampaikan oleh Sekretaris-sekretaris

kepada anggota Pimpinan/Bidang sesuai ketentuan yang di-
tetapkan oleh Ketua Umum.

- Pasal34 .~

) Scmﬁa. surat yang menyangkut kebijaksanaan umum ditanda
tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum, dengan ke-
tentuan :

a. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, maka surat-surat
ditanda tangani oleh“Ketua yang ditunjuk oleh Ketua
Umum. =~ 5 ST
“ b Dalam hal Sekretaris Umum berhalangan maka surat-surat
ditanda tangani oleh Sckretaris yang ditunjuk qleh Se- .
keetaris Umum. © -+~ o
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(2) Dalam hal surat-surat yang menyangkut kebijaksanaan bidang-
bxdang, para Ketua dan Sekretaris dapat menanda tangani surat
- seseuai dengan bidang tugasnya. )

(3) Surat-surat mengenai keuangan ditanda tangani oleh Ketua
. Umum dan Bendahara I dengan ketentuan : -

_a, Dalam hal Ketua Umum berhalanigan, maka surat-surat
ditanda tangani oleh- Ketua yang dltun]uk oleh Ketua

Umum.,

b. Dalam hal Bendahara I berhalangan, maka surat-surat di-
tandatangani oleh Bendahara II atau Bendahara III.

BABVII
o Kezi—'xfangain o
_ . Pasal3§,
(1) Sumber keuangan LPTQ d1perolch dan
1. - Bantuan Pemerintah dan masyarakat.
-2 Usaha-usaha lain yang sah.

(2) ‘Usaha-usaha memperoleh dana dllakukan oleh. atau dengan
persetujuan Ketua Umum.

(3) Dana-dana yang dlperoleh dari:sumbangan atau usaha seperti
_dimaksud ayat 1 pasal m1 disampaxkan kepada Bendahara me-
Ialm Ketua Umum

.

ER

Pasal 36

(1) Pengeluaran untuk belanja rutm dllakukan oleh Bendahara se-
suai dengan anggaran belanja yang ditetapkan. .

(2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan melalm Sekretariat
dan dxketahm oleh Ketua. ..

3 Pengeluaran lamnya hanya dapat dllakukan oleh Bendahara
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setelah ada persetujuan tertulis terleblh dahulu dari Ketua
Umum,

Pasal 37

Surat perintah jalan (SPJ) yang memerlukan pembiayaan ditanda
tangani oleh Ketua atau Sekretaris Umum

Pasal 38

1) ?;.mua dana disimpan dalam Bank yang ditentukan oleh Ketua
mum,

(2) Cheque pengambilan uang dari Bank untuk keperluan rutin
ditanda tangani oleh Bendahara.

(3) Semua pemasukan dan pengeluaran dana dibukukan sesuai
ketentuan keuangan negara.

(4) Ketua Umum bertanggung jawab atas pelaksanaan keuangan
dan melaksanakan pengawasan berkala; apabila diperlukan da-
pat membentuk Tim Verifikasi.

"BAB VIII

Sekretariat
Pasal 39 .

(1) Untuk memenuhi maksud pasal 9 ayat (3) huruf ¢ ditetapkan

tugas dan fungsi Sekretariat LPTQ, yaitu :

a. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi bagi semua
unsur LPTQ.

b. Mengkoordinasikan persiapan penyusunan perumusan
naskah kebijaksanaan teknis, program kerja, keputusan/
peraturan ketatalaksanaan dan menghimpun peraturan pe-
rundangan yang berhubungan dengan pengembangan tila-
watil qur’an. ‘

‘c. Menyusun laporan dan statistik hasil pelaksanaan tugas
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‘ serta mengadakan evaluasi dan pengembangannya.
(2) Sekretariat terdiri dari dua bagian : '

a. Bagian Tata Usaha '

b. Bagia.m Laporan dan Peraturan Ketatalaksanaan.

(3) Tenaga Sckretariat adalah tenaga staf Pengurus Harian untuk
menjalankan tugas-tugas sghari—harinya. :

: . Pasal 40 -
Tugas Bagian Tata Usaha }
" a. ‘Menyelenggarakan dan membina surat menyurat dan kear-
sipan.
b. Menyelenggarakan pengetikan dan penggadaan serta pe-
ngiriman surat. '
¢ Mengatur dan menyelenggarakan rumah tangga perkan-
 toran. ; '
Pasal 41

Tugas Bagian Laporan dan Pérémraxi Ketatalaksanaan :
Menyusun rencana perumusan kebijaksanaan di bidang pe-

a.
ngembangan 5_i1awati1 qur’an.

b. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana dan program
kerja. _ :

c. Menyusun rancangan Keputusan dan Ketatalaksanaan.
Menghimpun data, peraturan dan Ketatalaksanaan yang

- berhubungan dengan tilawatil qur'an.
- BABIX

Ketentuan lain-lain
- Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ;iitctapkan
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oleh Pimpinan LPTQ Tingkat Nasional.

: o Pasal 43 : .
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. -

Ditetapkandi : Jakarta
Padatanggal : 28 Agustus 1989
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1. Bapak Presiden RI;
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_ 3. Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
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12. Para Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi/setingkat se-
luruh Indonesia;

13. Para Ketua PTA di seluruh Indonesia;
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